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M otto

“ hendaknya anak-anak itu tidak iri hati kepada saudaranya laki-laki demikian

pula kepada saudara perempuannya.

Demikian pula sebaliknya. Hendaknya samalah pikirannya, sama dikerjakannya

sesuai tugasnya dan berbicara penuh kasih sayang di antara mereka” .

(ATHARVAVEDA 111.30.3)
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ABSTRAKSI

| GUSTI AYU CANDIKA PUSPASARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Juli 2011, Perlindungan Hukum bagi Anak
Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali (studi di
Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali), Mudayati P.Sumarman,
SH. CN, Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengena perlindungan hukum
bagi anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum waris adat bali. Hal ini di
latar belakangi dengan begitu kuatnya prinsip system kekerabatan di Bali yang
menganut system kekerabatan patrilinial, dimana anak perempuan tidak
mendapatkan haknya untuk mendapatkan warisan dari S pewaris, yang ternyata
justru  bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk  mengadakan
penyeragaman hukum waris di Indonesia kearah system pewarisan Individual
yang dikeluarkan dalam TAP MPRS No.ll Tanggad 3 Desember 1960 dan
didukung pula dengan Keputusan MA RI Nomor 179/Sip/1961. Oleh karenanya
anak perempuan di bali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam
system pewarisan terhadap harta tidak bergerak serta harta bergerak.

Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum khususnya bagi anak perempuan di
Bali, serta factor-faktor yang menghambat, maka pendekatan yang di gunakan
dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis —sosiologis ini meninjau masalah
yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan
yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu
kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting), kemudian data yang di peroleh
akan di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,
penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, behwa yang menjadi
dasar mengapa pelaksanaan perlindungan hukum ini tidak berjalan dikarenakan
bahwa anak perempuan di Bali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal
pewarisan, tetapi anak perempuan yang belum menikah hanya mendapatkan
Perlindungan Huk um dalam hal sebatas hak- hak menikmati serta peraturan hukum
adat setempat dan kebiasaan adat setempat yang tidak menjadikan seorang wanita
atau perempuan menjadi ahli waris karena di Bali bukan hanya harta bergerak
yang di wariskan tetapi tanggung jawab yang besar yang akan di tanggung oleh si
ahli waris kelak.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diupayakan suatu
pengetahuan tentang hukum di masyarakat luas khususnya di Bali. Serta di adakan
pembenahan system sehingga anak perempuan di Bali mendapatkan perlindungan
Hukum di Negaranya sendiri. Bahwasannya Kesimpulan dalam segi perlindungan
Hukum preventif hak yang diterima ahli waris perempuan yakni hanya mendapat
warisan sebatas hak-hak menikmati sedangkan represif tidak pernah terjadi karena
tidak pernah ada gugatan atas hak untuk memiliki harta warisan.

Xii



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia memiliki hukum waris yang sangat natural (majemuk). Hal ini di
tandai dengan perbedaan hukum waris yang di gunakan pada tiap-tiap daerah di
Indonesia. Pada prinsipnya, hukum waris di Indonesia dikategorikan menjadi tiga
sistem hukum, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum
Adat. Sedangkan hukum adat sendiri, terdiri dari berbagai sistem kewarisan.

Dalam hukum adat dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat,
dan individual. Dalam dstem kewarisan kolektif, harta peninggalan itu diwarisi
oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi-bagikan
pada masing- masing ahli waris. Dengan kata lain, para ahli waris hanya memiliki
hak pakai sgja secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, bukan hak milik.
Dalam dstem kewarisan mayorat, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya
atau sebagian besar pada seorang anak sgja. Seperti hanya di Bali, dimana
terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua. Sedangkan dalam sistem
kewarisan individual, harta peninggalan dapat di bagi-bagikan di antara para ahli
waris seperti halnya pada masyarakat bilateral. Sehingga ahli waris secara
perorangan dapat mewaris harta peninggalan.

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum
kebiasaan dan sebagian kecil hukum isam. Hukum adat pun melingkupi hukum
yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam
lingkungan, dimana ia memutus perkara. Hukum adat berurat-berakar pada

kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, Karena ia



menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesual dengan fitrahnya
sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang
seperti itu sendiri.

Hukum adat yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia
dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan undang-
undang. Orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa, yang menjadi warga
Negara Indonesia semenjak penyerahan kedudukan dari tangan Belanda kepada
Republik Indonesia, tunduk pada hukum-hukum perdata Eropa. Dualism dalam
lapangan penting dari sistem Indonesia ini adalah warisan dari pemerintah
kolonial Belanda dansampai sekarang berlaku.

Terhadap masalah hukum waris Indonesia yang sangat majemuk, kini telah
dapat di teratasi yaitu dengan dikeluarkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama idam di bidang :
perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadagah, dan Ekonomi
Syariah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di
masa kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat
merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahanbahan bagi
pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikas hukum. Digunakan
istilah  hukum waris adat dalam ha ini adadah di maksudkan untuk
membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Iam dan

hukum waris adat. Sebagaimana telah dikemukakan hukum waris adat adalah



hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azasazas

hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris.

Istilah waris dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari
bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di
dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang
waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi tentang harta warisan, pewaris
dan waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan
pemilikannya dari pewaris kepada waris. Unsur-unsur Hukum Adat yang
berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu di masukkan ke dalam Ilembaga-
lembaga dan peraturan peraturan hukum negara agar hukum yang baru itu sesuai
dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat dalam kerangka bangsa
Indonesia, Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan
dari suatu generas kepada keturunannya. Pendapat para ahli mengatakan:

TER HAAR : “...hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang
mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan
peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak
berwujud dari generasi pada generasi.*

SOEPOMO : “hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta
benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda
(immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie)

kepada keturunan.”?

1 HAAR Bzn,Mr.B,.”Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB.Wolters Groningen
Djakarta,4e druk,1950 hal .197.

2SOEPOMO SH, PROF. Dr,. "bab-bab tentang hukum adat”.penerbitan Universitas,
1967, hal.72.



Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sgak
pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia, jadi sebagaimana
dikemukakan ol eh:

WIJONO : “...pengertian “warisan” ialah bahwa warisan itu adalah sodl
apakah dan bagaimanakah pelbaga hak-hak dan kewajiban
kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal
dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Pada dasarnya hukum waris adat dapat di hayati dan di amakan sesuai
dengan filsafat hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat menurut
pangkal tolak fikir dan memikirkan serta penggoresan dalam proses pewarisan
agar supaya penerusan atau pembagian harta warisan berjalan dengan damai.
Berlakunya hukum adat di Indonesia sendiri telah dijelaskan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yaitu pasa 18B yang menyatakan bahwa * “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang di atur dalam Undang-Undang” .

Begitu pula dalam pasal 281 ayat (3) yang nmenyatakan bahwa, “ ldentitas
budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban” .°

Dalam kedua pasa Undang-Undang dasar 1945 tersebut telah ditegaskan

bahwa hukum adat dilindungi keberlakuannya oleh Negara. Namun tidak setiap

¥ WIRJONO PRODJODIK ORO SH,Dr.R “Hukum warisan di Indonesia” sumur Bandung
1976, cetakan kelima,hal .8

* Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-2 pasal 18B

° |bid. pasal 282 ayat 3



hukum adat serta- merta dilindungi, melainkan hukum adat yang masih berlaku,
sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta tidak bertentangan
dengan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia.

Daam asas-asas hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata- mata
terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga
terdapat asas hukum terdiri dari

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

d. Asas Musyawarah dan mufakat.

e. Asas keadilan dan parimirma.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan
peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, agar
dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan
menikmati hasil pembangunan dan semakin berdaya pranata dan lembaga
termasuk ingtitus pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki. vis
pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan agar lebih berperan dan
mandiri dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hukum
adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat.® hukum adat
yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia merjadi sangat
strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom,

dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi

®Biro Pemberdayaan Perempuan Serdapropsu, Seminar Kebijakan Pemerintah dalam
pembangunan Pember dayaan Perempuan pada K egiatan Sosialisasi Gender , 2002, hal 10



masyarakat Indonesia. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor
modernisas dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan
politik. ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak
kesadaran sosia dan hak asas manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak
dinamis dari tuntutan dergjat kemanusiaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh
terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai- nila hukum
Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak dan kewenangan kaum lelaki
dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu
tidak memberi peran hak dan dergat yang sama antara pria dengan perempuan
dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan
rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Masyarakat Indonesia yang
menganut berbagar macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda
mempunyal  bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda
beda.

Pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau
dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum
adat, yang pada pokoknya di Indonesia dikena tiga sistem kekeluargaan yaitu:
sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental/bilateral, Ketiga sistem ini
mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan dan hubungan antara anak dan
orangtua. Hukum kekeluargaan dipengaruhi oleh hukum agama dan adat istiadat
dari masing- masing daerah sehingga sangat menentukan corak hukum perkawinan
adat yang berlaku dalam berbaga macam cara yang menyertai suatu upacara
perkawinan serta latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda di

kalangan masyarakat bangsa Indonesa. Ha ini dapat terlihat misanya



perkawinan masyarakat hukum Minangkabau menganut sifat kekeluargaan yang
matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana
kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan. Masyarakat
hukum di Jawa menganut sistem kekeluargaan parental yaitu sistem keturunan
yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu)
dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

Sistem keturunan yang berbeda-beda ini Nampak pengaruhnya dalam sistem
pewarisan  hukum adat, dalam teoritis sistem keturunan masyarakat Bali
merupakan sistem keturunan SISTEM PATRILINIAL, yaitu sistem keturunan
yang di tarik menurut garis bapak, dimana garis bapak lebih menonjol di
bandingan atau lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam
pewarisan. ' Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilinia ini  juga
mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menuru
adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak
berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh
selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Selain itu pula adanya
hubungan anak dan orang tua dimana kedudukan anak dalam susunan kekerabatan
patrilinial sistem pertalian kewangsaan lebih di titik beratkan menurut garis
keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih di utamakan dari anak
perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bepaknya yang ditarik dari
satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disigpkan untuk menjadi anak orang
lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karenanya apabila suatu
keluarga tidak mempunyai anak laki-laki lebih-lebih tidak punya keturunan sama

sekali dikatakan “putus keturunan” (Batak: punu, Lampung: mupus, Bali:

" Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,



putung). Jka keluarga itu mempunya anak laki-laki lebih dari satu, maka
biasanya yang berkedudukan sebagai penangung jawab dalam keluarga adalah
anak laki-laki tertua. Di kalangan masyarakat adat Lampung anak laki-laki tertua
dari istri ratu mempunyai kedudukan yang penting, ia bukan saja bertanggung
jawab atas kehidupan orang tuanya, tetapi juga terhadap adik-adiknya yang belum
mandiri dan juga terhadap kerabatnya. Oleh karenanya smua harta peninggalan
orang tuanya jatuh pada anak laki-laki dan tidak terbagi-bagi (hukum waris
mayorat laki-laki). Dan juga pada sistem kekerabatan adat Bali laki-lakilah yang
paling dominan untuk melanjutkan keturunan, menjaga harta kekayaan keluarga
atau memenuhi kewajiban immaterial dalam keluarganya dengan demikian laki-
laki tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan
mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para
anggota kelompok waris.

Pada umumnya menurut hukum adat sebagaimana juga diatur di dalam
pasal 45-46 UU perkawinan No.1l tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebak-baiknya sampa anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua
dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta waib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas. Menurut
undang-undang tersebut tidak dibedakan kewajiban antara laki-laki dan
perempuan, namun di dalam kekerabatan patrilinial pada dasarnya beban
kewajiban anak-anak |aki-laki lebih besar daripada anak-anak perempuan®

Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara

kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Melihat perkembangan

8 UU perkawinan No.1 tahun 1974



yang terjadi di tengahtengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk
memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, dengan keluarnya TAP
MPRS No. Il Tanggal 3 Desember 1960 yang menetapkan bahwa semua warisan
adalah untuk anak-anak dan janda apabila s peninggal meninggalkan anak-anak
dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak
atas harta peninggalan suami/ayahnya. Dan didukung dengan keluarnya
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang
merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa bagian janda dan
anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak
perempuan selain itu hukum waris adat yang masih dipertahankan oleh
masyarakat Bali ini, pemerintah merasa sudah tidak sesual lagi dengan prinsip
Negara Indonesia yang menganut prinsip pewarisan individual. Oleh sebab itu
pemerintah telah mengatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4766K/pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa
anak perempuan bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, ha ini
seharusnya berarti bahwa hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal harus di
kesampingkan dan dismpangi. Akan tetapi, Putusan MA tersebut juga di
perkirakan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena
masyarakat Bali akan tetap mengikuti hukum waris adatnya yang sangat erat
kaitannya dengan agama HINDU sebagai mayoritas agama di Bali. Terdapat suatu
pernyataan bahwa di dalam sistem kewarisan Hindu sendiri, pada dasarnya
menganut sistem kewarisan Individual terbatas, yakni lebih menekankan perlunya
pembagian warisan diantara para ahli warisnya. Ha ini yang mendorong

pemerintah untuk mengarahkan sistem kewarisan di Bali menjadi individual, yaitu
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dengan berdasar atas rasa perikemanusiaan dan persamaan hak antara laki-laki
dan perempuan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan
sebagai wujud demokrasi di Indonesia.®
Perkawinan merupakan peristiwa dimana dua manusia yang berlainan jenis
kelamin, berlainan sifat dan kelakuan hidup dalam suatu keluarga yang bahagia,
harmonis, saling mencintai dan penuh tolerans bertujuan untuk melanjutkan
keturunan. Menurut Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
disebut Perkawinan, yang mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan setiap
warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 31 ayat (I dan 2) bahwa:
1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
2. Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
Begitu juga dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kedudukan harta
benda dalam perkawinan, yaitu:
a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagal hadiah atau warisan adalah di bawah
penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Atas dasar pengertian perkawinan tersebut, terlihat bahwa perkawinan
bertalian erat dengan unsur-unsur agama. Besarnya peran agama dalam

perkawinan dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1

° | Ketut Wiana, Bali Post, Edis Minggu, 24 Januari 2010 (online),
http://www.balipost.com (27/01/2010).
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tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinantersebut sah
bila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya.

Snouck Hurgronye menurutnya tidak semua hukum agama diterima dalam
hukum adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu sgja dari hukum adat, terutama
bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat
dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya dalam bidang hukum keluarga,
perkawinan dan waris. Alasannya, karena agama merupakan penghayatan rohani
(suatu ketentuan yang bersifat mutlak) sehingga segi-segi adat tersebut dengan
mudah dapat dimasuki (dipengaruhi).

Arahan hukum di atas secara langsung akan menimbulkan masalah di
kalangan masyarakat adat terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem
kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Bali
yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari
pihak 1aki- laki.

Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang
tuanya dari pada anak perempuan. Ketentuan di atas menjadi hukum adat yang
berlaku di manapun orang Bali tersebut berada. Apabila pemikiran tersebut
berlaku terhadap semua anggota keluarga Bali tersebut, mungkin tidak akan
menjadi masalah, tetapi bila ada saah satu anggota masyarakat yang mash
memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya, di situlah yang menjadi masalah,
berupa tuntutan dominasi atas harta kekayaan orang tuanya.

Ada 3 ha pokok yang harus di pakai tumpuan memahami eksistensi hukum
adat Bali secara mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah upaya umum untuk

berusaha menegakan hubungan keseimbangan antara warga masyarakat itu



12

sendiri, upaya menegakan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat
dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara
keseluruhan dengan alam ke-tuharen. *° Tentang hukum waris adat bali maka
pendekatan harus dilakukan dalam tiga hal pokok. Peninggal harta warisan, atau
disebut pula dengan istilah pewaris adalah pokok pertama, pokok yang kedua
adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut harta warisan, dan pokok
yang ketiga para penerima harta pewarisan itu nantinya atau pengganti kedudukan
pewaris terhadap warisan disebut ahli waris.

Pembagian pewarisan menurut adat Bali tidak hanya harta benda semata
melainkan ada hubungannya dengan Religius . Sistem kebapaan di Bai nyata
tampak terdepan, dimana istri dalam memasuki keluarga suami dan selanjutnya
anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah dan tidak ada hubungannya dengan
keluarga ibu . kewajibankewajiban anak/cucu juga tertumpu kepada keluarga
bapaknya serta hak-hak dan kewagjibankewgibannya. Anak laki-laki akan
meneruskan kehidupan/keturunan keluarga, sedangkan anak perempuan tidak
demikian adanya. Anak laki-laki disebut ANAK SENTANA berarti pelanjut
keturunan. Dalam adat Bali ada sebutan SAN TANA REJEG adalah anak |aki- laki
asi, SANTANA NGERAJEG artinya laki-laki dikawinin oleh anak perempuan
dan laki-laki tersebut tinggal di rumah perempuan menjadi Santana ngerajeg dan
kelak mereka mempunyai anak bisajadi Santana untuk meneruskan keturunan dan
mewarisi harta benda sedangkan anak laki-laki (suami) tersebut tidak bisa

mewaris harta benda dan dia bisa mewaris harta bendanya sendiri.

10| Ketut Artadi,SH.” Hukum Adat Bali”.CV. SUMBER MAS BALI. Hal.1
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Hanya anak laki-laki yang akan di cantolkan kepada tugas meneruskan
keturunan keluarga, di dalam ha ini mereruskan garis keturunan dan
menumbuhkan garis keturunan dari laki-laki (status laki-laki) yang disebut garis
kepurusan. Garis keturunan ini yang di dalam hukum adat Bali.

Jika di dalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak dan itu wanita, dan
anak perempuan ini belum menikah maka ia hanya bisa mempunyai hak sebatas
menikmati dari harta benda ayahnya bukan sebaga pemilik . kedudukan anak
perempuan Santana rejeg hal ini terjadi jika anak perempuan ini kawin keceburin
(menarik suaminya masuk ke keluarga ayahnyaltidak kawin keluar). Sedang anak
dalam arti anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir
dari perkawinan syah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak
Santana rajeg , sedangkan anak anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris.
Di samping itu adat Bali juga mengena anak angkat , pengangkatan anak ini pada
umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak membuahkan anak/tidak punya
anak (laki-laki). Tujuan pengangkatan anak ini bertujuan untuk melanjutkan
keturunan dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban
keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari
kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan
dilaksanakan setelah pewaris pengangkatan anak meninggal dunia dalam
pengangkatan anak ini hanya dari garis keturunannya sagja tidak boleh dari garis
keturunan luar, ha ini berkaitan dengan adanya hubungan dengan harta
warisan,berupa harta pustaka (sawah,ladang,dll) sedapat-dapatnya dipertahankan
di lingkungan keluarga karena harta ini mempunyai kaitannya yang tidak

terbataskan oleh waktu kepada kewajiban-kewajiban immaterial/keagamaan baik
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kepada orang tua angkat maupun untuk tugas-tugas keagamaan pada tempat-
tempat suci mana leluhur keluarga disemayamkan.

Tentang hukum adat Bali yang sudah di jelaskan diatas di Bali antara
agama, kebudayaan dan kebiasaan berbeda. Agama Hindu adalah agama
mayoritas bagi penduduk Bali. Bali sebagai bagian dari Indonesia, pulau kecil
tetapi amat dikenal dunia, berkat kebudayaan melalui pariwisatanya. Bali telah
terkenal dengan kebudayaannya oleh karena keunikannya, kekhasannya yang
tumbuh dari jiwa agama Hindu, yang tidak dapat dipisahkan dari keseniannya,
dalam masyarakat yang berciri sosia religius. Oleh karena itu landasan inilah, ia
dapat memelihara keutuhan dalam pertumbuhannya. Bahkan karena inilah Bali
dapat memberi sumbangan banyak kepada kebudayaan umat manusia. Berbicara
mengenai seni di Bali, karena hubungan agama Hindu dengan seni tak dapat
dipisahkan, hal itu dapat menumbuhkan rasa seni yang sangat mendalam dalam
masyarakat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang seni pahat, seni
gamelan, seni lukis, seni tari, seni hias dan lain-lain. ** Daam hal agama,
kebudayaan, kebiasaan yang banyak berperan adalah WANITA atau
PEREMPUAN, karena setiap kegiatannya perempuan juga banyak peranannya
misalnya dalam hal agama membuat banten atau sesgjen untuk kegiatan agama
(immateril), kebudayaan perempuan juga berpartisipasi dalam hal seni pahat, seni
gamelan, tari, lukis, hias dan kebiasaan, balik lagi pada persoalan agama
perempuan banyak melakukan ritual keagamaan selain pura, di Bali setiap
penduduk yang beragama Hindu mengenal “Mergjan” dimana mergjan ini sendiri

merupakan pura keluarga yang di hanya bisa di sembahyangi oleh keluarga besar

1|, B.Mantra, LANDASAN KEBUDAYAAN BALI, Hal 1-4
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sga, keluarga di sini adalah sedarah karena di Mergian merupakan tempat
menyembayangi leluhur dari satu keluarga besar. setiap hari perempuan Bali yang
beragama Hindu melakukan kebiasaan ritual keagamaan berupa menyiapkan
Banten atau sesgjen yang kemudian akan di gunakan pada persembahyangan ini.
Selain itu perempuan banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dan meladang.
Pekerjaan perempuan juga sama berat dengan laki-laki apalagi misalnya s
perempuan tersebut janda, sehingga dari faktor inilah penulis merasa bahwa anak
perempuan atau wanita di Bali harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-
haknya daam hal pewarisan, di mana seharusnya mendapatkan bagiannya,
perbandingannya antara anak laki- laki dan anak perempuan misalnya 2 : 2. Semua
ini didasarkan oleh keputusan Mahkamah agung . Pemerintah merasa sudah tidak
sesual lagi dengan prinsip Negara Indonesia yang menganut prinsip pewarisan
individual. Oleh sebab itu pemerintah telah mengatur dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/pdt/1998 tertanggal 16 November 1999
yang menyatakan bahwa anak perempuan Bali berhak atas harta peninggalan dari
pewaris, hal ini seharusnya berarti bahwa hukum waris adat Bali yang bersifat

patrilineal harus dikesampingkan dan disimpangi.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
persoalan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum
waris adat pada masyarakat Bali yang menganut sistem patrilined?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi

perempuan dan upaya apa saja dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
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1.3 Tujuan penelitian.

Yang di maksud wanita dalam penelitian ini adalah anak perempuan yang
sudah menikah, anak perempuan yang tidak menikah dan janda. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

a. Mendeskriptifkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam
hukum waris adat Bali.

b. Menganalisis faktor apa sgja yang menghambat pelaksanaan perlindungan
hukum bagi perempuan serta menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan

hambatannya.

1.4 Manfaat penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
A. Secarateoritis

1. Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat.

2. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis
sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon
Sarjana Hukum.

B. Secarapraktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan
masyarakat Bali khususnya, untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga
atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

2. Memberikan sumbangan Pemikiran kepada instans yang terkait dalam hal
ini kepala adat dan pemerintah, juga bagi masyarakat dalam bidang

pembagian waris.
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15 Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstuktur, maka di dalam

penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan

penelitian hukum sebagal berikut:

BAB I

BAB Il :

BAB Il :

BAB IV :

BABYV :

PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

KAJAN PUSTAKA.

Beris tentang kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan
konsep-konsep yang dipermasalahkan dan akan dipakai dalam
analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa
yang dipermasalahkan, dan rangkuman hasil-hasil kgjian teori yang
berkaitan dengan permasalahan.

METODE PENELITIAN.

Berisi tentang jenis penelitian, lokas penelitian, jenis dan sumber
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis
data, serta definisi operasional.

PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam
mencapai hasil.

PENUTUP

Beris tentang kessimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian
jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan didalam
pembahasan. Saran berisi harapan harapan mengena hasil kajian ke

arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Adat dan Hukum Adat
2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Sebelum undang-undang No.19 tahun 1964 L.N.No0.107 tahun 1964, yakni
Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diundangkan
pada tanggal 31 Oktober 1964, maka yang menjadi dasar hukum Sah berlakunya
Hukum Adat adalah masih pasal |l aturan peralihan Undang-Undang dasar 1945
yang berbunyi sebagai berikut “ Segala badan Negara dan peraturan yang ada
masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar
ini.

Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat,
dan hukum perjanjian adat. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan
untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam,
hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan
sebagainya. Walaupun seseorang/individu tersebut sudah meninggalkan kampung
halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat
daerahnya. Misalnya, seseorang yang sudah berada di daerah perantauan masih
memegang teguh adat istiadat dari daerah/sukunya masing-masing, yang sering
dijumpa adalah pada ha-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan.
Karena mengenai ha tersebut, pada masing-masing suku di Indonesia terdapat
cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dan adat istiadat
masing- masing. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta

kekayaan dari suatu generas kepada keturunannya. Di dalam hukum waris adat

18



19

tidak hanya semata- mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan

ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.
Definisi hukum adat menurut pendapat para sarjana:
Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum
yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang
di satu pihak mempunyal sanks (maka dikatakan "hukum") dan di lain
pihak di kodifikasi (maka dikatakan “adat”).
Menurut Ter Haar, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang
menjelma. dalam keputusankeputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas)
yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya
berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.
Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan
keseluruhan peraturan hukum yang beris ketentuan adat istiadat seluruh
bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak
tertulis, dalam keadaannya yang Berbhineka Tunggal Ika, mengingat bangsa
Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa
tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing
masing.'? Dengan demikian, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang
berdasarkan keputusankeputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam
lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu
hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari
rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam

keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

12 Ridwan Halim, Hukum Adat dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9.
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Dadam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum,
yaitu®®

1. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan
erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (genealogische
factor) merupakan ha yang penting sekali.

2. Persekutuan hukum territorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah
dan wilayah tertentu, yang faktor territorial (territoriale factor)
merupakan hal yang penting sekali.

3. Persekutuan hukum genealogis-territorial, yang faktor geneaogis
maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

Dalam hukum kita ada juga kodifikasi, ada juga undang-undang, akan tetapi

yang kebanyakan tidak sedemikian. Dengan perkataan lain : dalam hukum di
Indonesia terdapat sedikit hukum yuris, yang terbanyak adalah hukum-rakyat. Jika
di selidiki adat-istiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi,
yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang
melanggar dapat di tuntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat inilah
yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan
mempunyal sangs (dari itu hukum), jadi mempunyal akibat hukum, kompleks ini
disebut hukum adat.
1. Peraturan perundang-undangan dan hukum adat.
Salah seorang ahli- hukum yang di serahi pekerjaan ini ialah Jar. Mr. H.L.
Wichers (1800-1853) yang dalam bulan Desember 1854 di angkat menjadi

President der beide hooge hoven te wetgeving”.

13 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, CV. Rgjawali, Jakarta, Mei 1981, hal
15-79
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Daam tahun 1848, bulan Me tanggal 1, berhubungan dengan berlakunya
peraturan-peraturan perundang-undangan baru itu dan berhubungan dengan
pembukaan. Bahwa berdasarkan keadilan dan ketatanegaraan biasanya
penduduk asli dari kepulauan Hindia (Indonesia) dibiarkan supaya hidup
menurut hukum-hukum dan tradisi sendiri akan tetapi perselisihan dapat timbul
bila ada pergaulan dengan orang-orang yang mengikuti hukum yang berlainan,
waaupun mereka sama-sama anggota dari satu golongan masyarakat” .

. Dasar hukum adat.

Melayu — Polinesia, adat istiadat kita ada yang disusun dalam peraturan
peraturan, adapun yang terbanyak hidup dalam masyarakat. Sejarah terdapat
suatu masa, bahwa adat-adat itu semua tidak tertulis. Ahli-ahli hukum adat
menyatakan bahwa dalam masa praHindu yang terdapat di Indonesia ialah
adat-adat Melayu-Polenesia. Seiring berjalannya waktu kebudayaan hindu,
kemudian kebudayaan idam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing
mempengaruhi kebudayaan adli tersebut.

Pengaruh-pengaruh ini atas beberapa hal adalah sebegitu besar, sehingga
ada penydidik-penyelidik hukum adat yang salah paham dan berpendapat
bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan adat-adat Melayu-
Polinesia yang dasarnya hukum adat Indonesia, akan tetapi adat-Hindu atau
adat-1slam atau adat-Kristen. '

. Hukum Adat dan Agama
Agama-agama ini mempunyai pengaruh yang amat besar dan mendesak

hukum adi sehingga hukum ini sekarang hampir tak ada lagi. Aliran ini

14 Soekanto, MENINJAU HUKUM ADAT INDONESI, Hal 42
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berpengaruh pada pertengahan abad ke-19, sebelum penyelidikan ilmu hukum
adat dengan sungguh-sungguh dan sedalamdalamnya. “ hal memutarbalikkan
kata-kata ini semua seolah-olah menunjukkan, bahwa mereka tidak insyaf
selalu menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama adalah sama, yang
semestinya hukum asli adalah pokok dan bagianbagian agama hanyalah
sebaga selingan “(Vollenhoven 1, hal 20.)1) bagi pengikut aliran tersebut
adalah nomor satu hukum agama dan sebagai penyimpangan dari hukum asli.
Jadi, hukum adat di Indonesia menurut mereka adalah hukum agama

(Hindu,Muslim,Kristen) dengan penyimpangan penyimpangan.

2.1.2 Corak Hukum Adat
Corak hukum adat merupakan refleksi cara berpikir suatu masyarakat, yaitu
merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi
corak kehidupan bersama.
Soepomo (1966) mengemukakan bahwa suasana tradisional hidup bersama
masyarakat desa, mempunyai corak keagamaan dan kemasyarakatan,
bercorak komunal. Keagamaan (religius) bersifat kesatuan batin, orang
segolongan mereka satu dengan golongan seluruhnya, dan tugas
persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara
golongan dan lingkungan alam hidupnya (Levensmilleu). Mengenai corak
kemasyarakatan, corak komunal, dinyatakan bahwa manusia dalam hukum

adat adalah orang yang terikat pada masyarakat.

15 soekanto, Op Cit, Hal 65
16 Soleman B.Taneko, hal 87-90
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Bushar Muhammad (1961), dengan menunjuk F.D. Holleman,
mengemukakan bahwa hukum adat Indonesia itu mempunyai 4 corak yang
harus di pandang sebagai suatu kesatuan.

Keempat corak itu adalah komunal, religiomagis,(magis,religius), kontan,

dan visual.

a. Corak magis religious (religio- magis)

Dengan menunjuk pendapat Koentjaraningrat, Bushar Muhammad menyatakan

bahwa alam berpikir religio- magis itu mempunya unsur-unsur sebagai berikut :

1.

Kepercayaan pada makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati
seluruh alam semesta dan khusus gegaa-gegaa aam, tumbuh-tumbuhan,
binatang, tubuh manusia dan benda-benda.

K epercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan
khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-
tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang
luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.

Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu di pergunakan sebagai
magische kracht dalam berbagai pertumbuhan ilmu gaib untuk mencapai
kemampuan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.

Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan
keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang
hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa suatu pengertian tentang

participerend kosmisch yang singkatnya mengandung pengertian kompleks,

yaitu orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak di
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dorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang
mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat
pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda lebih-lebih
benda yang berupa dan berbentuk luar biasa dan semua tenaga itu membawa
seluruh adam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Bahwa magis-
religius pasal dasarnya adalah pandangan yang berkaitan dengan lingkungan
alam sekitar atau sekelilingnya.

. Corak Komunal ( kebersamaan- Commune trek).

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam kaitan
kemasyarakatan yang kuat rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum
adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu)
seseorang terdesak ke belakang. Masyarakat sebagal suatu kesatuanlah yang
memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak
dapat disia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum
adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam
hukum adat oleh hak-hak umum.

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, pandangan Soepomo bahwa
hak-hak subjektif, hak-haknya orang seorang atas harta benda,berfungs social ,
artinya hak-hak itu tidak boleh digunakan secara bebas menurut kehendak
pemilik hak itu, melainkan tiap-tiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh
fungs hak itu di daam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.
Misalnya, seorang warga desa yang mempunyal hak prioritas untuk membuka

tanah di suatu tempat di tanah rimba di wilayah desanya harus mengerjakan itu
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pada musim penggarapan tanah. Jika ia pada musim itu tidak membuka tanah
yang diberikan prioritas kepadanya, maka hak prioritas itu akan lenyap.
c. Corak Kontan

Corak ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran
penataan serta korkret. Artinya, bahwa dengan suatu pernyataan nyata, suatu
perbuatan simbolis atau pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud
telah selesai seketika itu juga.

d. Corak Visual.

Corak yang keempat yang merupakan pantulan dari cara berpikir yang
terwujud dalam hukum adat ialah bahwa dalam ha-hal tertentu senantiasa
dicoba dan diusahakan supaya ha-ha yang di maksud, diinginkan, atau
dikehendaki, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan
dengan suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.

Mengenal corak hukum adat (dengan demikian juga corak masyarakat )
yang dipaparkan diatas, merupakan pandangan pandangan yang di ungkapkan
pada beberapa waktu yang lalu, dengan kemungkinan untuk masa kini sudah

mengalami pergeseran, namun tentukannya masih ada yang relevan. '’

2.1.3 Sistem Hukum Adat.
Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran
masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat

lain (hukum Barat).

17 Soleman B.Taneko, op cit, hal
18 soerojo wignjodipoero, s.h, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, PT.Toko
Gunung Agung, Jakarta 1995, hal 163-164.
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Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus
menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Hukum
adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya,
antara lain:

a. Keagamaan (Religius Magis), masyarakat mempunyai corak keagamaan dan
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kebersamaan, mempunya sifat kebersamaan yang kuat, Manusia menurut
hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan
memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga
atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.

c. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang
dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan
berjalan serasl, jelas dan nyata.

d. Visual maksudnya adalah hubungar+hubungan hukum itu dianggap hanya
terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian
"uang muka atau uang panjer” dalam hubungan hukum jual beli.

e. Tidak dkodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab
undang-undang menurut sistem hukum tertentu.

f. Bergfat tradisional, artinya bersifat turun-temurun segak dahulu hingga
sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.

0. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya
perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.

h. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaankeadaan yang baru.
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I. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari
luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan
hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta

J. Tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran
masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian
hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah
terbentuk sgjak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang

mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

2.1.4 Sifat Hukum Adat.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari
hukum- hukum lainnya. Kekhasan ini pertama kali dikemukakan F.D.Holleman
dalam bukunya De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven. Holleman
mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu magis
religious,komunal, konkret, dan kontan. di uraikan secara singkat mengenai
keempat sifat tersebut dengan beberapa tambahan berkenaan dengan terjadinya
perubahan-perubahan tertentu pada hukum adat dan masyarakatnya.

a. Magisreligious (Magischreligieus)

Sifat ini diartikan sebaga suatu pola pikir yang didasarkan pada
religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat
sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan sistem hukum
agama, religiusitas diwujudkan dalam berpikir yang prelogika, animistis dan
kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda. Ada pula pendapat

yang mengatakan bahwa sifat magis religious ini berarti pula sebagai
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kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir
(fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik
fakta) yang keduanya berjalan seimbang. Masyarakat mempercaya bahwa
setigp perbuatan, apapun bentuknya, akan selau mendapatkan imbalan dan
hukuman tuhan, sesuai dengan dergjat perbuatannya. Sifat religious dalam
masyarakat hukum adat terlihat misalnya dalam kegiatan-kegiatan seremonial
seperti perkawinan. Dalam upacara ini dimaknai sebagal persyaratan terjadinya
peralihan dari tingkatan lama ke baru. Hazarin berpendapat bahwa konsep
perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau
perisiva magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (koelte),
kebahagiaan (welvaart) dan kesuburan (vruchtbaarheid), karena itu dikenal
beberapa upacara peralihan (rites de passage) dari tingkatan lama ke baru yang
terdiri atas :
1. Upacara perpisahan dari status semula (rites de separation)
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (rites de marge)
3. Upacara penerimaan dalam status yang baru (rites d’ aggregation)
. Komuna

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota
masyarakat merupakan bagian internal dari masyarakat secara keseluruhan.
Jika antara 2 orang menerima warisan yang telah di tentukan, setiap bagiannya
harus diserahkan pada masing- masing orang yang berhak. Dengan memberikan
bagiannya masing-masing diartikan sebagai pola mempertahankan prinsip-
prinsip kerukunan, yaitu sifat tidak saling menonjolkan hak dan kewajiban

melainkan lebih mengutamakankehidupan bersama.
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Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan bermasyarakat ini dapat
dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa yaitu suatu majelis yang tersusun
atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan member suara.

. Konkret

Sifat ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan
bahwa setigp hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan
secara diamdiam atau samar. Misanya jual-beli, selau memperlihatkan
adanya perbuatan serba nyata., yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan
adanya pemindahan benda atau obyek perjanjian atau obyek kesepakatan.
Pemindahan hak dan tanggung jawab selalu diiringi dengan pemindahan benda,
baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Berbeda dengan
hukum barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak maupun tidak,
seperti dalam perjanjian jual-beli, tanggung jawab atas suatu barang telah
beralih kepada pembeli walaupun barang yang bersangkutan masih berada di
tangan penjual.

. Kontan

Sifat ini mengardung arti sebagai keserta- mertaan, terutama dalam hal
pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestas selalu diiringi dengan
kontra prestasi yang diberikan secara merta (seketika). Misalnya dalam hal
perjanjian sewa- menyewa dan jual-beli, setelah terjadinya kesepakatan selalu
di seta pembayaran penjar, pembayaran dimuka sebagai tanda jadi
(voorschot). Sifat ini tidak hanya dikenal dalam hal jual-beli, tetapi juga
dikenal dalam hukum perkawinan, dengan istilah panjar, panyangcang,

pangjadi (Jawa Barat) dan paningset Jawa Tengah), (vervolgingsgeschenk)
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yang diberikan oleh pihak calon mempela laki-laki kepada calon mempelal
perempuan. Pamanjer tersebut dapat berupa barang-barang atau uang
pemberian jaminan bahwa perkawinan akan segera di langsungkan. Namun
pengertian pamanjer sebagai jaminan tersebut tidak berarti adanya keharusan
yang bersifat mengikat atas di langsungkan suatu perkawinan. Hal ini adalah
salah satu ciri hukum adat dalam hal aturan-aturan mengenai perkawinan tidak
mengenal kentuk-bentuk paksaan langsung sebagai akibat hukum dari suatu
perbuatan. Pamanjer di sini semata- mata merupakan hasil kesepakatan yang
bermakna :

1. Perkawinan dapat di langsungkan dalam waktu dekat (segera).

2. Sekadar pembatas atau kebebasan pergaulan bagi pasangan yang akan

melangsungkan perkawinan , dan

3. Pemberian kesepakatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal.

2.1.5 Pengertian Adat.

Term adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang
atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiassan yang menurut asums
masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.

Keberadaan adat bukan di tentukan oleh manusia melainkan oleh tuhan. Misalnya

terlihat dari contoh hierarki adat menurut masyarakat Minangkabau yang terdiri

atas:

1. Adat sebenarnya adat (adatnan sabana adat), yaitu adat yang telah ada,

sebagal norma, sebelum terbentuknya masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh

tuhan sebagal pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku, masyarakat
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Minangkabau menganggap adat nan sabana adat ini sebagai sesuatu yang
eksternal.

2. Adat yang diadatkan (adat nan diadatkan) yaitu, adat yang di bentuk oleh
nenek moyang sebagal penjabaran atas hukum alam. Adat ini sering pula
disebut dengan adat istiadat yaitu asas-asas adat umum yang ditetapkan dan
diterapkan oleh para penguasa adat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.
Adat ini hanya akan berubah jikaterjadi perubahan masyarakat.

3. Adat yang teradat (adat nan teradat), yaitu hasil dari konkretisas nilai-nilai
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat pada tingkatan ini
memiliki sifat memaksa scara lahir karena telah mendapatkan legitimasinya
melalui keputusankeputusan para penguasa adat yang dibuat secara mufakat
(muwafakat) sebagai hasil penafsiran atas ketetapan ketetapan nenek moyang.

4. Adat istidat, yaitu perbuatanperbuatan masyarakat yang merupakan
implementasi dari ketiga tingkatan adat yang ada di atasannya. Adat istiadat ini
berupa nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat dan dapat dilihat
dari setiap perbuatan masyarakat atau anggotaanggota masyarakat.

Keempat kriteria tersebut tidak bersifat mutlak (absolute) karena
dimungkinkan terjadinya perubahan adat, dari satu tingkatan yang rendah menjadi

adat pada tingkatan yang lebih tinggi.

2.2 Kajian Umum Hukum Waris Adat.
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat
Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan

dari suatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum waris adat tidak hanya
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semata- mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris,
tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti
keluarga.*® Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus
terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain
perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang
meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Menurut BW hukum
waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena
wafatnya seseorang ,yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh
S mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya,
baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga?® Menurut hukum waris
islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah
takdir (gadar/ketentuan, dan pada syara adalah bagianbagian yang
digadarkan/ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus
mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh sya'ra.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta
kekayaan baik yang materiil dan immaterial yang manakah dari seseorang yang
dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat,
cara dan proses pengalihannya. Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah
dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta prose
situ selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi

keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (jawa)) yang kelak

19 http://id.wikipedia.org/wiki/hukum waris
20pitlo,dalam, H.Zainnuddin Ali “pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia’ cetakan
pertama, april 2008. Sianar Grafika. Hal.81
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pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada
generas yang berikutnya (keturunannya) juga.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian
pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing- masing merupakan
unsure esensialia (mutlak), yakni :

a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.

b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang
ditinggalkan itu.

c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concerto” yang
ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran
tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari
diranaliran komunal serta konkret bangsa Indonesia, maka hukum adat waris
memperlihatkan perbedaan yang principal dengan hukum waris Barat sebagai
berikut: 2!

1. Hukum Waris Adat
A.Tidak mengena “legitieme portie” akan tetapi Hukum adat Waris

menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk di

perlakukan sama oleh orang tuannya di dalam proses meneruskan dan

mengoper harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak Hukum

Adat Waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan

pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa

dari tiap waris.

21 Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal
5.



2. Hukum Waris Barat Seperti Yang Tercantum Dalam KUH Perd.

A. Mengenal hak tiap-tigp ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta
peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan Undang-Undang (“wettelijk
erfdedl” atau “legitieme portie” pasal 913 sampa dengan 929)

B. Hartawarisan tidak boleh di paksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing- masing untuk
sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan . ( pasal 1066 KUH
perd).

Sedangkan kalau di bandingkan dengan hukum waris menurut islam:
1. Hukum Waris Adat

a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi atau pelaksanaan
pembagiannya di tunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya
sebagian yang di bagi-bagi.

b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan
orang tua angkatnya.

c. Dikenal sistem “pengganti waris”.

d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun
dalam suasana ramahtamah dengan memperhatikan keadaan khusus
tiap waris.

e. Anak perempuan, khususnya di Bali. Tidak mendapat bagian harta
peninggalan kakek neneknya dan orang tuannya.

f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan,
melainkan wajib di perhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan
hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam

peninggalan itu.
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2. Hukum Islam

a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut
sewaktu-waktu.

b. Tidak mengenal

c. Tidak mengenal

d. Bagian-bagian para ahli waris telah di tentukan pembagian harta
peninggalan menurut ketentuan tersebut.

e. Hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti
dari harta peninggalan orang tuannya

f. Merupakan satu kesatuan harta warisan. %

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat
kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta
pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggakan dan berada dalam
masyarakat itu.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan,
pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) itu
di alihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah
hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu generasi kepada
keturunannya.

Dari uraian di atas dapat di ssimpulkan bahwa hukum waris mengatur cara
penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang obyeknya berwujud atau tidak

berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Penerusan dan peralihan warisan

22 Bushar Muhammad, Op Cit
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menurut hukum adat berbeda-beda, karena hal ini sangat tergantung kepada sistem

kemasyarakatannya.>

2.2.2 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat
a Sistem kewarisan individual.

Sistem ini merupakan sistem kewarisan dengan ahli waris-mewaris
secara perorangan.
Hilman Hadikusuma:

Pewarisan dengan sistem individual atau perorangan adalah sistem
pewarisan dimana setigp waris mendapatkan pembagian untuk dapat
menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing
masing.

Sistem ini ada kebaikannya, yaitu dengan pemilikan secara pribadi maka
waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan bagiannya untuk
dipergunakan sebagar moda kehidupannya lebih lanjut tanpa di pengaruhi
anggota-anggota keluarga yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah
pecahnya warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat
timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan
diri sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus ke arah individual dan
materialisme sistem ini berlaku di masyarakat Lampung dan juga berlaku pada

sistem kekeluargaan parental di kalangan masyarakat Jawa.

%M ,Rasyid Ariman, HUKUM WARIS ADAT DALAM YURISPRUDENSI, Hal. 9
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b. Sistem Kewarisan Kolektif.

Pada sistem ini para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewaris
harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli
waris.

Soer jono Soekanto:

Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana harta
peninggalan diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam
hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di
antara para ahli waris. Yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya
(Soerjono Soekanto, 1976:38).

Mengenai cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing
masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua
anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan
kepala kerabat. Kebaikan dari sistem ini masih Nampak apabila fungs harta
kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk
sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong-menolong. Sistem
kolektif atas harta pustaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan
sebagainya). Sedangkan kelemahannya adalah menumbuhkan cara berfikir
yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar.

c. Sistem Kewarisan Mayorat.

Sistem ini meryoakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan
pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan
kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala

keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.
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Hazarin :

Sistem kewarisan mayorat adalah dimana anak tertua (laki-laki atau
wanita) pada saat meninggakan s pewaris, berhak tinggal untuk mewaris
seluruh harta peninggalan (Hazarin, tanpa tahun:13).

Jadi anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan
keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan
dapat berdiri sendiri. Sedangkan anak tertua yang tidak bertanggung jawab,
yang tidak dapat mengendalikan diri, yang pemboros dan lain sebagainya,
jangankan akan dapat mengurus peninggalan dari saudara-saudaranya malahan
sebaliknyaia yang akan di urus oleh keluarga yang lain. Pada umumnya sistem
kolektif dan mayorat masih Nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat
seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan
upacara adat dan sebagainya.

Mengena mayorat |aki-laki, berlaku di lingkungan masyarakat Lampung,
terutama yang beradat pepandu. Sedangkan mayorat perempuan berlaku di

lingkungan masyarakat adat semendo Sumatra selatan. %*

2.2.3 Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi.
1. Yurisprudensi Reg.N0.200 K/Sip./ 1958 tanggal 3 Desember 1958.
Menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewaris sebagai ahli-waris
ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki,

sedangkan saudara kandung perempuan bukan ahli waris.

24 M ,Rasyid Ariman, Op Cit, hal 9
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2. Yurisprudensi Reg.No.141 K/Sip/1959 tanggal 10 Oktober 1959.

Menurut Hukum Adat Bali pengganti waris menurut garis keturunan ke
bawah adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal, tetapi menurut garis ke atas
jarang sekali terjadi. Namun ditinjau dari rasa keadilan dalam kaitannya
dengan kewgjiban saling memelihara antara orang tua terhadap anak dan
sebaliknya, maka penggantian waris dalam garis ke atas dimungkinkan.

3. Yurisprudensi Reg.N0.1341.K/Sip/1982, tanggal 30 Juli 1983

Menurut Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali adalah Bagian Warisan
dalam keadaan pedum raksa atau pedum pomong, yang mengandung makna
pihak-pihak yang memegang harta warisan dalam keadaan pedum raksa,
hanya mempunyai hak untuk menghasili sgja dan tidak diperjual-belikan.

4. Yurisprudensi Reg.N0.4766 K/pdt/1988 tanggal 16n Nopember 1999.

Mewaris menurut Hukum Adat Bali, tidak hanya sekedar membagi harta-
harta warisan, tetapi juga melanjutkan tanggung jawab dari pewaris berupa :
Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, yang kesemuanya itu sesuai dengan
kekerabatan masyarakat Adat Bali yang mengikuti garis purusa (patri leneal)
dibebankan kepada anak |aki-1aki.

Anak perempuan yang telah”kawin keluar”dari keluarga asal mereka
bukan ahli waris dari ayah kandungnya. Anak perempuan yang telah “kawin
nyeburin” maka anak perempuan adalah ahli waris dari ayah kandungnya.
Sedangkan perkawinan “paid bangkung” tidek di kenal dalam Hukum Adat

Bali tentang perkawinan. %

% Dewi wulansari, Hukum Adat Indonesia “Y urisprudensi Hukum Adat Bali”, cetakan
PT. Refika Aditama 2010, hal.148-151
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2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat.?®

Antara Hukum Waris Islam atau Waris Barat seperti yang di sebut dalam
KUH Perd, maka Nampak dalam perbedaan dalam harta warisan dan cara-cara
pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang
dapat dinila harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat
terbagi menurut jenis macam dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat
tidak boleh dijual sebagal kesatuan dan uang penjuaan itu lalu di bagi-bagikan
kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum
waris Islam dan hukum Waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan
penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan.
Harta yang tidak dapat dibagikan adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh
dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipaka dan di nikmati. Harta warisan
adat yang tidak dapat dibagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak
berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan.

Hukum Waris adat tidak mengenal azas “ legitieme portie” atau bagian
mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan
hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam
pasal 913 KUHPerd atau didalam Al’ Qur’an Surah An-Nisa.

Hukum waris Adat tidak mengena adanya hak bagi waris untuk sewaktu
waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana

disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerd atau juga menurut hukum

28 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti bandung 2003, Hal 9.
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isam. Akan tetapi jika swaris mempunya kebutuhan atau kepentingan,
sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat sga mengaukan
permintaan untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah

dan bermufakat dengan para waris lainnya.

2.3 Kajian Umum Mengenai Hukum K ekerabatan atau Hukum Keluarga
2.3.1 Bentuk kekerabatan Hukum Adat

Masyarakat/bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan
sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak
dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem
keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan
hukum adat. Keturunan adalah leluhur,artinya ada perhubungan darah antara
orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai
hubungan darah, jadi yang tungga leluhur, adalah keturunan yang seorang dari
yang lain Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis
dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/ kekerabatan
yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan
ayah dan anak, ibu, dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang
lain yang mempunya hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu
keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang
lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat. Diantara anak
dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain

bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata- mata,
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tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung
tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti
kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak
dan kewagjibankewagjiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya
dalam keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan merupakan yang
sangat penting dalam hal:%’

a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan
yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat,
adik kakak sekandung).

b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta
peninggalan.

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :?8

a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih
menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Bali,
Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih
menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan
(Minangkabau, Enggano, Timor).

c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut

garis dua sis (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan

27 Hilman Hadikusumo, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
2 Soerojo wignjodipoero, s.h, Pengantar Dan Asasasas Hukum Adat, PT.Toko
Gunung Agung, Jakarta 1995, hal 127-128
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di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawes dan
lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan
perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara,
sistem patrilineal dan matrilineal . Dalam perkembangannya di Indonesia
sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental)
dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam ha yang menyangkut

kebendaan dan pewarisan.

2.3.2 Bentuk sistem perkawinan
A. Pengertian perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap
orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya
menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa ke
dalam suatu ikatan suci perkawinan.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya
berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu
nilai hidup untuk dapat meneruskan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan
keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.
Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki
hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana
pendekatan serta perdamaian kerabat.*®

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah merangkum arti dan maksud

perkawinan, yaitu menurut ketentuan pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan

29 50erjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Cet. |, Alumni Bandung, 1987, hal 199



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari
pengertian tersebut:
a) Adanya lkatan Lahir Batin
Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat
menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang
pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.
b) Antara Seorang Pria dan Wanita
Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan
melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat
penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
menghendaki adanya keturunan.
c) Sebagai Suami Istri
Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkaawinan,
secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan
wanita berubah statusnya sebagai istri.
d) Adanya Tujuan
Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah
mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah

menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.
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€) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi
Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu
mempunya hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Di gini
dapat kita lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah
perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan sgja, melainkan
juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus
diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana |aki-
laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya
yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan
kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak

yang kemudian dilahirkan. *°

B. Menurut Agama Hindu, perkawinan (wiwaha)

Ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur
hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan
menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan
ucapan ritual agama Hindu Weda Smerti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan
dengan upacara menurut huk um Hindu maka perkawinan itu tidak sah. Jadi di
daam Hukum Adat Bali, perkawinan selain dilandasi oleh Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dilandas oleh garan Agama

Hindu.

30| Ketut Atardi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi,
Cet. Il, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal 169
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Daam Hukum Adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu:

a. Bentuk Biasa, yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan, dengan s laki-laki berkedudukan sebagai
purusa. Dalam perkawinan seperti ini s laki-laki mengawini S perempuan
dengan menarik perempuan itu masuk rumpun keluarga laki-laki.
Perempuan berkedudukan sebagai predana. Dalam arti juga keturunannya
nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si laki- laki
sebagi suaminya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga
ibunya. Terjadinya bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat dianutnya
sistem kekeluargaan patrilineal di Bali. Menurut sistem kekeluargaan
patrilineal, anak laki-laki yang memegang peranan yang sangat penting
selaku pelanjut keturunan dalam keluarga, sehingga dalam perkawinan s
istri akan mengikuti suami dan demikian pula berlaku bagi anak-anaknya
nanti akan masuk menjadi anggota keluarga ayahnya.

b. Bentuk Nyentana, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan si perempuan
berkedudukan sebagal “purusa’. Hal ini merupakan kebalikan dari bentuk
perkawinan biasa yang berlaku dan dilaksanakan di Bali. Dalam perkawinan
seperti ini, s perempuan kawin dengan s laki-laki dengan menarik si |aki-
laki itu masuk ke rumpun keluarga S perempuan. Si perempuan menjadi
berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki akan berkedudukan
sebagai perempuan. bagi s perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang
lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Dalam arti juga keturunannya
nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si perempuan

sebagal istrinya yang berstatus purusa dan tidak mempunyai hubungan
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hukum dengan keluarga ayahnya. Bagi laki-laki yang nyentana,
kedudukannya dalam warisan adalah sebagai perempuan®!

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya
menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri sgja tetapi juga
menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat
lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir
dari keturunan yang sah.

Perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan, alasan terjadinya
perkawinan corak ini pada umumnya adalah untuk membebaskan diri dari
pelbaga kewagjiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan
pertunangan, seperti misalnya memberi paningset, memberi hadiah barang dan
lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur, bahkan tantangan dari
pihak orang tua dan keluarga.

Dalam adat bali sebelum melakukan perkawinan artara calon suami atau
caon istri melakukan “kawin lari " atau “kawin rangkat” dengan maksud
Bakal suami melarikan Baka istri dengan paksaan, artinya bertentangan
dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Jadi merupakan semacam
penculikan. Perkawinan yang didahului oleh semacam penculikan demikian ini
disebut juga“ kawin rangkat” . Ter haar memakai istilah ‘schaakhuwelijk” .

Dalam perkawinan semacam ini mempela laki-laki wajib memberi ganti rugi

31| Ketut Atardi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudend,
Cet. Il, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal 169
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juga kepada pihak yang terhina dan di samping itu harus pula membayar
pengel uaran pengeluaran perkawinan biasa lainnya. Pembayaran pembayaran
ini seringkali lebih tinggi daripada perkawinan biasa. Corak utama dari
perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal
adal ah perkawinan dengan “jujur”. Istilah pada pulau Bali adalah Patukun-luh .
Pemberian jujur atau Patukun-luh oleh pihak laki- 1aki kepada pihak perempuan
ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan s istri
dengan orang tua, nenek moyang, saudara-saudara sekandungnya dan setelah
perkawinan s istri itu masuk dalam lingkungan keluarga suaminya begitu juga
dengan anak dan keturunan mereka™ Kaau kgjujurannyadi bayar dikemudian
hari, maka perkawinannya di bali disebut “nunggonin” tetapi kalau jjurnya

tidak di bayar maka perkawinan disebut nyeburin.

2.3.3 Awig-awig eksistenst Hukum Adat dan Desa di Bali.

Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan salah
satu komunitas tradisional Bali, yang kena dengan desa pakraman. Ada yang
tertulis tetapi kebanyakan tidak tertulis. Awig-awig tertulis zaman dulu berbeda
dengan zaman sekarang. Perbedaannya tampak pada sistematika dan substans
awig-awig. Pada umumnya awig-awig zaman dulu tidak tersusun secara sistematis
sehingga susah dipahami substansinya. Awig-awig masa depan perlu diancang
sesuai dengan perkembangan zaman, terutama mengenai sistematika, substans,

dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ketentuan awig
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awig, sehingga mudah di pahami dan dilaksanakan. 3 Desa pakraman dan Agama
Hindu.
Di Bali dikenal ada dua pengertian desa yaitu
(1) “Desa” dan “kelurahan” serta
(2) “Desaadat ” atau “ Desa Pakraman”.
Desa dan kelurahan, mempunyai tugas antara lain, melaksanakan berbaga
kegiatan organisasi pemerintahan atau kedinasan. Oleh karena itu, desa dan
kelurahan (sapanjang di Bali), dikenal dengan sebutan “ desa dinas” atau “ desa
administrative . sebutan desa pakraman, terdiri dari
(1) Unsur parahyangan (ha-hal yang berkaitan dengan ketuhanan menurut
Agama Hindu).

(2) Unsur pawongan (hal- hal yang berkaitan dengan warga desa menurut agama
Hindu).

(3) Unsur Paemahan (ha-ha yang berkaitan dengan lingkungan alam desa,
menurut agama hindu)

Untuk menjadikan adat dan hukum adat Bali lebih berperanan di desa
pakraman dalam memperkokoh agama Hindu di Bali, ada beberapa langkah
penting yang patut dilakukan, antara lain : pelihara dan manfaatkan potensi yang
dimiliki di Bali, untuk kelangsungan dan keseimbangan aktivitas parahyangan,
pawongan dan Palemahan di Bali, sesuai dengan agama Hindu. Mengenai Hukum
Adat Bali adalah “kompleks norma-norma (agama Hindu, kesusilaan, kesopanan
dan hukum), yang terdiri dari perintah dan larangan, baik yang tertulis maupun

tidak tertulis, ditaati oleh orang Bali-Hindu, terutama karma desa dan karma

32 Tulisan ini, revisi paper yang pernah disgjikan salam symposium” Revitalisasi Awig-
awig Desa Pakraman menuju Ajeg Bali, yang diselenggarakan Fak.Hukum Unud, desember 2004.
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tamiu di Bali, karena pelanggaran atas kompleks norma tersebut diatas dapat
dikenakan sanksi adat”.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa adat dan hukum adat Bali,
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama Hindu, hal ini disebabkan
karena yang menjiwai budaya Bali (termasuk hukum adat Bali) adaah agama
Hindu. Oleh karena itu, agar dapat memahami adat dan hukum adat Bali dengan
baik dan benar, sepatutnya diawali dengan pemahaman mengenai 3 kerangka
dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa (filsafat Hindu) susila (etika Hindu)

dan upakara (persembahan menurut Hindu).*

33 Wayan P.Windia, Menyoal Awig-Awig eksistensi HukumAdat dan Desa di Bali, edisi
1, cetakan 1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud , hal 31-36
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METODE PENELITIAN

3.1 Tipologi Pendlitian

Pendlitian ini tergolong jenis penelitian Hukum Empirik, hal ini dikarenakan
orientas kagjiannya meliputi problem yang secara nyata dan faktual ada dan eksis
dalam kehidupan sosia. Terkategori sebagai penelitian hukum empiris, karena
penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum,
terutama terkait dengan problem, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak
perempuan dalam pewarisan menurut hukum waris adat Bali.

Kgian hukum tentang perlindungan hukum dalam pelaksanaan penelitian
ini lebih fokus pada pelaksanaannya terhadap anak perempuan yang belum
menikah dalam pewarisan. berbagai isu akan mengedepan dan menjadi landasan
analisa, terutama dalam kerangka berpikir pelaksanaan perlindungan hukum bagi
anak perempuan dalam pewarisan. Pada ss lan mengena berbagai faktor
argumentatif anak perempuan yang belum menikah/kawin menjadi bagian
intergral dari fokus analisa penelitian ini. Seluruh muatan yuridis-empirik tersebut
diukur dan di analisa dalam kapasitas fakta dalam pelaksanaan perlindungan

hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali.

3.2 Metode pendekatan
Pendekatan yuridis —sosiologis men